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Tujuan lpenelitian lini ladalah luntuk lmenganalisis lpengaruh lperencanaan 

langgaran, lpelaksanaan langgaran, lkualitas lSDM, ladministrasi, ldan 

ldokumen lpengadaan lterhadap lketerlambatan lpenyerapan langgaran 

ldengan ldimoderasi loleh lkomitmen lorganisasi. Populasi pada penelitian 

ini adalah OPD di Kabupaten Indragiri Hulu yang terdiri dari 33 

instansi. Responden dalam penelitian ini adalah pejabat pengelola 

anggaran yang diambil sebanyak 3 orang setiap OPD. Data 

dikumpulkan dengan cara mengirimkan kuesioner secara langsung 

kepada responden dalam penelitian.  Analisis data dengan regressi 

berganda dan Moderate Regression Analysis lmenunjukkan lbahwa 

perencanaan anggaran, pelaksanaan anggaran, kualitas SDM, 

administrasi, dan dokumen pengadaan berpengaruh terhadap 

keterlambatan penyerapan anggaran. Komitmen organisasi 

memoderasi lpengaruh lperencanaan langgaran, lkualitas SDM, 

ladministrasi, ldan ldokumen lpengadaan lterhadap lketerlambatan 

lpenyerapan langgaran. Namun komitmen organisasi tidak memoderasi 

pengaruh pelaksanaan anggaran terhadap keterlambatan penyerapan 

anggaran.  

 

The purpose of this line of research is to analyze the effects of planning 

violations, implementation of violations, quality of HR, administration, 

and documentation of procurement against delays in the absorption of 

violations by being moderated by the organization. The population in 

this study is OPD in Indragiri Hulu Regency which consists of 33 

agencies.. Respondents in this study were budget management officials 

taken as many as 3 people per OPD. Data were collected by sending 

questionnaires directly to respondents in the study. Data analysis with 

multiple regression and Moderate Regression Analysis shows that 

budget planning, budget execution, quality of human resources, 

administration, and procurement documents affect the delay in budget 

absorption. Organizational commitment moderates the effect of 

planning violations, quality of human resources, administration, and 

procurement documents against delays in the absorption of violations. 

However, organizational commitment does not moderate the effect of 

budget execution on delays in budget absorption. 

Keywords: 

Delay in budget absorption; 

Organizational commitment; 

Implementation of violations. 

DOI:10.37859/jae.v12i1.3505 

JEL Classification:  

 

 

©JAE-UMRI 2022 

http://ejurnal.umri.ac.id/index.php/jae
mailto:*yesimutia@gmail.com


13 Keterlambatan Penyerapan …(Marsontio, Basri & Ratnawaty) 

PENDAHULUAN 

Pelaksanaan langgaran lbelanja lPemerintah ldaerah lhampir ldipastikan lbahwa lsetiap 

lbulan-bulan lterakhir ltahun langgaran lterjadi lpeningkatan ltajam lpencairan ldana. lTrennya 

ladalah ltiga lbulan lterakhir lselalu lmelonjak ldengan ldrastis. lPada lsemester l2 lterutama ldi ltiga 

lbulan lterakhir, lpenyerapan langgaran lmelonjak ldengan ldrastis, lbahkan lada lyang lberpendapat 

lterkesan lagak ldipaksakan. lArtinya lrencana lpenarikan lyang ltercantum ldalam lDaftar lIsian 

lPelaksanaan lAnggaran l(DIPA) lyang lsudah ldirencanakan loleh lpengguna langgaran/kuasa 

lpengguna langgaran ldan ldisetujui loleh lmenteri lkeuangan ltidak ldilaksanakan lsesuai 

lperencanaan, hal ini menunjukkan adanya dana yang menganggur karena tidak dikelola 

dengan baik (Ruhmaini dkk. 2018). lPelaksanaan langgaran lpemerintah ldaerah ltidak lsesuai 

ldengan lperencanaan lmungkin lkarena lproses lperencanaan lyang lkurang lrealistis lataupun 

ladanya lefisiensi ldalam lpelaksanaan langgaran lbelanja lpemerintah ldaerah (Widhianto, 2010), 

penelitian Yunita dan Putra (2018) menyatakan bahwa perbandingan anggaran dan realisasi 

belanja dapat dilakukan untuk menganalisis penyerapan anggaran belanja. 

Permasalahan keterlambatan anggaran hampir selalu terjadi pada Organisasi Perangkat 

Daerah (OPD). Keterlambatan penyerapan anggaran menyebabkan beberapa kegiatan menjadi 

tertunda. Kasus serupa juga terjadi pada Pemerintah Rokan Hulu yaitu ditemukannya 

permasalahan pencairan dana uang persediaan (UP) yang baru dilaksanakan pada akhir bulan 

Februari 2018 sehingga sangat berpengaruh terhadap SPJ kegiatan, kemudian dari dana uang 

persediaan yang telah dicairkan tersebut belum sesuai dengan anggaran kas yang 

direncanakan/dibuat oleh OPD. Untuk kegiatan belanja modal belum terealisasi sesuai target 

penyerapan dana, karena dokumen Kerangka Acuan Kerja (KAK) dan dokumen teknis 

lainnya masih dalam proses penyusunan dokumen. Target penyerapan untuk triwulan pertama 

sebesar Rp. 139.695.456.199,88 atau sebesar 26,46 %, namun berdasarkan SP2D baru 

terserap sebesar 37.618.776.650 (7%). Adanya perubahan personil jabatan dan staf sehingga 

harus merevisi SK baik pejabat pengelola keuangan, PPK dan PPTK sehingga membutuhkan 

waktu untuk melakukan perubahan tersebut.  

Oktaviani (2018) menemukan lbahwa lperencanaan langgaran lberpengaruh lterhadap 

lpenyerapan langgaran, salah satunya adalah perencanaan operasionalnya Suwarni (2016). 

lNamun lberbeda ldengan lhasil lpenelitian lyang ldilakukan loleh Priatno (2013) lyang lmenyatakan 

lbahwa ldokumen lperencanaan ltidak lmemiliki lhasil lpengaruh lyang lsignifikan lterhadap 

lpenyerapan langgaran. Gagola dkk. (2017) yang menyatakan bahwa pelaksanaan anggaran 

berpengaruh terhadap penyerapan anggaran. Penelitian Mutmainna & Iqbal (2017) 

menemukan bahwa kualitas SDM mampu mempengaruhi serapan anggaran, hal ini juga 

didukung oleh penelitian Iqbal (2018) terkait SDM yang berpengaruh positif terhadap 

penyerapan anggaran. Namun berbeda dari hasil penelitian yang diteliti oleh Rerung dkk., 

(2017) yang mengatakan bahwa kompetensi SDM tidak mempunyai pengaruh akan 

penyerapan anggaran. Selain itu administrasi  juga merupakan faktor yang mempengaruhi 

penyerapan anggaran. Herriyanto (2012)  menemukan bahwa administrasi mempunyai 

pengaruh cukup besar dalam terlambatnya penyerapan anggaran sedangkan penelitian Priatno 

(2013) menemukan bahwa administrasi tidak lberpengaruh lterhadap lpenyerapan langgaran. 

Herriyanto (2012) juga menemukan bahwa  dokumen pengadaan mempunyai pengaruh yang 

cukup signifikan dalam terlambatnya serapan anggaran. lNamun lberbeda ldengan lhasil 

lpenelitian lyang ldilakukan loleh Nugroho & Alfarisi (2017) yang lmenemukan lbahwa lfaktor 

ldokumen lpengadaan ltidak lberpengaruh lterhadap lketerlambatan lpenyerapan langgaran.  

Berdasarkan lhasil lpenelitian lterdahulu lterdapat ltidak lkeseragaman lhasil lpenelitian lyang 

lantara lsatu lpeneliti ldengan lpeneliti llainnya. Untuk itu dalam penelitian ini menggunakan 

variabel moderasi. Anthony dan Govindarajan (2011) menyebutkan didalam tidak selarasnya 

penelitian tersebut bisa diselesaikan dengan pendekatan kontijensi (contingensy approach). 

Dalam perihal ini pengaruh dipengaruhi oleh beberapa variabel pemoderasi. Dalam penelitian 
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ini, penulis menggunakan komitmen organisasi sebagai variabel moderasi. Hasil penelitian 

Dewi dkk. (2017) menunjukkan bahwa komitmen organisasi dapat memoderasi pengaruh 

perencanaan anggaran dan kompetensi Sumber Daya Manusia. Komitmen organisasi ialah 

suatu tanggungjawab yang diberikan oleh stakeholder untuk melakukan kegiatan organisasi. 

Komitmen tersebut akan bisa terpenuhi jika individu yang ada di lingkungan organisasi 

menjalankan  kewajiban dan haknya sesuai tugas dan fungsi yang diberikan dalam suatu 

organisasi, karena untuk tercapainya tujuan organisasi memerlukan hasil kerja sama seluruh 

anggota organisasi (Robbins, 2008).  

l Tujuan lpenelitian lini ladalah lmenguji ldan lmenganalisis lpengaruh lperencanaan 

langgaran, lpelaksanaan langgaran, lkualitas lSDM, ladministrasi, ldan ldokumen lpengadaan 

ldengan lkomitmen lorganisasi lsebagai lvariabel lmoderasi. Penelitian ini dilakukan pada  

Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Kabupaten Indragiri Hulu. Pemilihan objek penelitian 

didasarkan pada permasalahan keterlambatan penyerapan anggaran yang terjadi pada 

Pemerintah Kabupaten Indragiri Hulu. 

 

METODE PENELITIAN 

Jenis lpenelitian lini ladalah lpenelitian ldeskriptif lkuantitatif, lPopulasi lpada lpenelitian lini 

ladalah lOPD ldi lKabupaten lIndragiri lHulu lyang lterdiri ldari l33 lOPD. Seluruh OPD dijadikan 

sampel. Responden dalam penelitian ini adalah pejabat yang terlibat dalam penyusunan dan 

pelaksanaan anggaran yaitu kepala bagian atau kepala bidang keuangan, Kasubag keuangan 

dan Kasubag program, PPTK dan Sekretaris OPD. Setiap OPD dikirimkan sebanyak 3 

kuesioner sehingga total keseluruhan responden yang diambil adalah 99 orang. Metode 

Pengumpulan Data Dalam Penelitian Ini Adalah Dengan Metode Survei Yang Diperoleh 

Secara Langsung Dari Responden Dengan Cara Membagikan Kuesioner  

 

  Analisis ldata luntuk lmenguji lhipotesis lmenggunakan lanalisis lregresi lbergandal(multiple 

lregression lanalysis) ldan lmoderated lregression lanalysis l(MRA). Semua lhipotesis lakan ldiuji 

lmenggunakan lprogram lSPSS 24 ldengan lpersamaan lregresi lsebagai lberikut: 
1) Persamaan regresi model pertama 

      Y = α + β1X1 + β2X2 + β3X3 + β4X4 + β4X4 +ɛ 

2) Persamaan regresi model kedua  

      Y = α + β1X1 + β2 Z + β3X1.Z + ɛ 

3) Persamaan regresi model ketiga 

      Y = α + β1X2 + β2Z + β3X2.Z + ɛ 

4) Persamaan regresi model keempat 

Y = α + β1X3 + β2Z + β3X3.Z + ɛ 

5) Persamaan regresi model kelima 

Y = α + β1X4 + β2Z+ β3X4.Z + ɛ 

6) Persamaan regresi model keenam 

    Y = α + β1X5 + β2Z + β3X5Z + ɛ 

 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

  Kuesioner yang disebarkan yaitu sebanyak 99 eksemplar, dimana secara keseluruhan 

atau 100% kuesioner kembali. Maka kuesioner yang dapat diolah sebanyak 99 eksemplar.  

Hasil Uji Statistik Deskriptif 

  Pengujian statistik deskriptif bertujuan untuk menggambarkan data. Penelitian ini 

menggunakan nilai minimum, maximum, mean dan standar deviasi. Tabel 3 menunjukkan 

hasil statistik deskriptif. 

 

Tabel 3. Hasil Uji Deskriptif Variabel Penelitian 
 N ;Minimum’ ‘Maximum ‘Mean Std. Deviation 

Penyerapan Anggaran (Y) 99 2,00 4,00 3,13 0,4373 
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Perencanaan (X1) 99 2,25 4,00 3,28 0,4683 

Pelaksanaan (X2) 99 2,00 4,00 3,37 0,4789 

Kualitas SDM (X3) 99 3,33 5,00 4,21 0,4689 

Administrasi (X4) 99 3,00 4,67 3,58 0,4910 

Dokumen (X5) 99 2,67 4,33 3,50 0,4954 

Komitmen (Z) 99 3,25 5,00 4,07 0,5844 

Valid N (listwise) 99     

 

Hasil statistic deskriptif menunjukkan bahwa nilai mean berada diatas nilai standar deviasi 

yang menunjukkan bahwa data dalam penelitian ini sudah baik. 

Hasil Uji Validitas dan Reliabilitas Data 

Uji validitas menggunakan pearson correlation dan uji reliabilitas menggunakan 

Cronbach alpha. Hasil uji dapat dilihat pada tabel 4 

 
Tabel 4. Hasil Uji Validitas dan Reliabilitas 

Variabel R hitung R tabel Cronbach Alpha Keterangan 

Keterlambaatan 

Penyerapan Anggaran 

0.287-0.597 0.1975 0,841 Valid dan Reliabel 

Perencanaan Anggaran 0.335-0.707 0.1975 0,770 Valid dan Reliabel 

Pelaksanaan Anggaran 0.257-0.639 0.1975 0,792 Valid dan Reliabel 

Kualitas SDM 0.443-0.640 0.1975 0,792 Valid dan Reliabel 

Administrasi 0.262-0.704 0.1975 0,743 Valid dan Reliabel 

Dokumen Pengadaan 0.311-0.556 0.1975 0,702 Valid dan Reliabel 

Komitmen Organisasi 0.525-0.745 0.1975 0,831 Valid dan Reliabel 

 

Berdasarkan hasil perhitungan validitas dokumen pengadaan dapat dilihat bahwa 

masing-masing butir pernyataan untuk validitas dokumen pengadaan di atas kriteria 0,1975 (r 

tabel). Jadi dapat disimpulkan bahwa secara statistik masing-masing indikator pernyataan 

untuk validitas dokumen pengadaan adalah valid dan layak untuk digunakan sebagai data 

penelitian. 

Berdasarkan hasil perhitungan diperoleh nilai koefisien Cronbach Alpha > 0,70 dan bisa 

diartikan bahwa semua instrumen dalam penelitian yang dilakukan adalah reliabel.(Ghozali, 

2018) 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN  
Analisis yang digunakan untuk menguji hipotesis adalah regressi liner berganda dan 

moderet regression analysis (MRA). Untuk menguji hipotesis 1-5 yaitu hipotesis sebelum 

terjadinya moderasi mengguna analisis linier berganda dengan menggunakan uji t yang dapat 

dilihat pada Tabel 5: 

Tabel 5. Hasil Uji Regresi Linier Berganda  

Model 

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 3.141 1.430  2.197 .030 

Perencanaan (X1) -.104 .042 .155 -2.498 .014 

Pelaksanaan (X2) -.398 .095 .286 -4.188 .000 

Kualitas SDM (X3) -.139 .057 .177 -2.438 .017 

Administrasi (X4) -.324 .102 .241 -3.172 .002 

Dokumen (X5) -.374 .114 .266 -3.273 .001 

a. Dependent Variable: Penyerapan Anggaran (Y) 

 

Pengaruh Perencanaan Anggaran terhadap Keterlambatan Penyerapan Anggaran  

Dari ltabel l5 ldapat ldilihat lbahwa lt lhitung l-2,498ldan lnilai lsig l(0,014) l<(0,05), lmaka l 

lkriteria lkeputusannya ladalah lHa1 lditerima ldan lHo1 lditolak, lartinya lperencanaan langgaran 
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lberpengaruh lterhadap lketerlambatan lpenyerapan langgaran. lSehingga ldapat ldisimpulkan 

lbahwa lhipotesis lpertama (H1) diterima.   

Perencanaan anggaran menjadi hal yang penting pada lpemerintah ldaerah, ldan lmampu 

lmemperjelas lsemua lkesulitan lyang lada ldalam lpenyerapan langgaran l(Ministry lof lFinance, 

lPlanning land lEconomic lDevelopment lof lUganda, l2011). lSebagaimana lhasil llaporan 

lDiroktorat lJenderal lPerimbangan lKeuangan l(2013) lbahwa lbesar lkecilnya ltingkat lpenyerapan 

lbelanja ldaerah ldalam lmendanai lbelanja lpublik lsangat ldipengaruhi loleh lperencanaan 

langgaran.  

Hasil l ldari lpenelitian lini lmendukung lhasil ldari lpenelitian lyang ltelah ldilakukan loleh 

Priatno (2013) dan Sudastri (2016)  lmenyimpulkan lbahwal lpada lfaktor lperencanaan 

lmempunyai lpengaruh lyang lcukup lsignifikan ldalam l lpenyerapan langgaran lpada lsatuan lkerja 

ldan lpenelitian lyang ldilakukan loleh lperencanaan lyang lbaik lsangat ldiperlukan lagar ldalam 

lpelaksanaan lproram lkegiatan lyang ltelah ldisusun ltidak lmenemui lhambatan lsehingga 

lpenyerapan langgaran lberjalan ltepat lwaktu.  

 

Pengaruh Pelaksanaan Anggaran terhadap Keterlambatan Penyerapan Anggaran) 

 Dari ttabel l5 ldapat ldilihat lbahwa lt lhitung l-4,188 lldan lnilai lsig l(0,000) l<(0,05), lmaka l 

lkriteria lkeputusannya ladalah lHa2 lditerima ldan lHo2 lditolak, lartinya lpelaksanaan langgaran 

lberpengaruh lterhadap lketerlambatan lpenyerapan langgaran. lSehingga ldapat ldi lasumsikan 

lbahwa lhipotesis lkedua (H2) diterima.  

 Pelaksanaan langgaran lmerupakan laktivitas lyang ldilaksanakan, lyang lterkait ldengan 

lpenggunaan langgaran. Pelaksanaan langgaran lmerupakan limplementasi lperencanaan langgaran 

lyang ltelah ldi lsusun. lFaktor lyang lsangat lmenentukan ldalam lpelaksanaan langgaran lProses 

lpelaksanaan langgaran lmeliputi lpermasalahan lyang lada lpada linternal lsatker, lproses 

lpengadaan lbarang ldan ljasa, lserta lproses lmekanisme lpembayaran l(pencairan langgaran). 

lKetiga lhal ltersebut lmempengaruhi lbesar lkecilnya lpenyerapan langgaran (Malahayati dkk., 

2015), pada penelitian yang lain oleh Widyaningrum (2017) menambahkan permasalahan 

yang terjadi pada pelaksanaan anggaran adalah perencanaan, administrasi dan regulasi. lHal 

lini lsejalan ldengan lpenelitian Gagola dkk. (2017) dan Lesmana (2018) lyang lmenyatakan 

lbahwa lpelaksanaan langgaran lberpengaruh lterhadap lpenyerapan langgaran. 

 

Pengaruh Kualitas SDM terhadap Keterlambatan Penyerapan Anggaran  

Tabel 5ldapat ldilihat lbahwa lt lhitung l(-2,438) lldan lnilai lsig l(0,017) l<(0,05), lmaka lkriteria 

lkeputusannya ladalah lHa3 lditerima ldan lHo3 lditolak, lartinya lkualitas lSDM lberpengaruh 

lterhadap lketerlambatan lpenyerapan langgaran. lSehingga ldapat ldisimpulkan lbahwa lhipotesis 

lketiga l(H3) diterima.  

Kualitas lsumber ldaya lmanusia lmerupakan lfaktor lyang lmenyebabkan lketerlambatan 

lpenyerapan langgaran. lMenurut Halim (2014) dan Setyaningsih (2019) kualitas lsumber ldaya 

lmanusia lmerupakan lfaktor lyang lmenyebabkan lrendahnya lpenyerapan langgaran. lSalah 

lsatunya lterlihat ldalam lproses lpengadaan lbarang ldan ljasa, ldiaman lketerbatasan lSDM ldalam 

lmelakukan lpelelangan. lAkibatnya lproses lpelelanganpun lterganggu lkarena lharus lmengikuti 

lketersediaan lwaktu lpanitia llelang. 

 Temuan penelitian ini mendukung konsep sumber daya manusia pada teori stakeholder 

yaitu pemerintah sebagai stakeholder memiliki peranan sumber daya manusia yang sesuai 

dengan kompetensi dan pembagian kerja yang tepat sesuai spesialisasinya sehingga tujuan 

yang direncanakan dapat tercapai. Hasil lpenelitian lini ldidukung ldengan lpenelitian Mutmainna 

dan Iqbal (2017) lyang lmengatakan lbahwa lkualitas lSDM lberpengaruh lterhadap lpenyerapan 

langgaran  

 

Pengaruh Administrasi terhadap Keterlambatan Penyerapan Anggaran 
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Dari tabel 5 dapat ldilihat lbahwa lt lhitung l(-3,172) lldan lnilai lsig l(0,002) l<(0,05), lmaka l 

lkriteria lkeputusannya ladalah lHa4 lditerima ldan lHo4 lditolak, lartinya ladministrasi lberpengaruh 

lterhadap lketerlambatan lpenyerapan langgaran. lSehingga ldapat ldisimpulkan lbahwa lhipotesis 

lketiga (H4) diterima. Hasil penelitian ini membuktikan bahwa makin baik  administrasi maka 

keterlamtan penyerapan anggaran dapat berkurang. Apabila divisi administrasi mampu 

melaksanakan tugas dengan sangat baik, maka bisa diperoleh hasil dari proses dalam 

mencapai tujuan pun dapat tercapai sehingga penyerapan anggaran berjalan dengan tepat 

waktu. 

Pada teori stakeholder yaitu pemerintah sebagai stakeholder memiliki peranan sumber 

daya manusia yang sesuai dengan kompetensi dan pembagian kerja yang tepat sesuai 

spesialisasinya sehingga tujuan yang direncanakan dapat tercapai. Penelitian yang dilakukan 

Herriyanto (2012) lmemberikan lhasil lbahwa ladministrasi lmemilki lpengaruh lyang lsignifikan 

lterhadap lketerlambatan lpenyerapan langgaran 

 

Pengaruh Dokumen Pengadaan terhadap Keterlambatan Penyerapan Anggaran  

Dari tabel 5 ldapat ldilihat lbahwa lt lhitung l(-3,273) l lnilai lsig l(0,001) l<(0,05), lmaka l lkriteria 

lkeputusannya ladalah lHa5 lditerima ldan lHo5 lditolak, lartinya ldokumen lpengadaan lberpengaruh 

lterhadap lketerlambatan lpenyerapan langgaran. lSehingga ldapat ldisimpulkan lbahwa lhipotesis 

lketiga (H5) diterima. Hasil penelitian lini lmembuktikan lbahwa ldokumen yang makin baik dan 

lengkap maka dapat mengurangi terjadinya lketerlambatan lpenyerapan langgaran lpada lOPD 

lKabupaten lIndragiri lHulu. Mekanisme ldokumen lpengadaan lsalah lsatunya lpenentuan lharga 

lperkiraan lsendiri l(HPS) ladalah lPenelitian Siswanto dan Rahayu (2010) lmenemukan lempat 

lmasalah lyang lmenyebabkan lterganggunya lpenyerapan langgaran ldi lkementerian ldan llembaga 

lpemerintah. lSalah lsatunya ldikarenakan lmekanisme lpengadaan lbarang ldan ljasa. lBeberapa 

lpersoalan lterkait ldengan ldokumen lpengadan lantara llain lpenentuan lharga lperkiraan lsendiri 

l(HPS) ltidak lberdasarkan lkeahlian ldan ltidak lmelakukan lsurvey lpasar, lberkas lpengadaan lyang 

lkurang llengkap, ldan lpejabat lpengelola lseringkali lmengalami lmutasi. lPersoalan-persoalan 

lsangat lmungkin lmemperngaruhi lrealisasi langgaran lbelanja lpemerintah 

Untuk menyusun dokumen pengadaan diperlukan pembelian barang dan jasa dalam 

setiap kegiatan. Oleh sebab itu penyusunan dokumen pengadaan barang dan jasa memiliki 

sejumlah syarat untuk menyusun dokumen pemilihan penyediaan barang dan jasa tersebut, 

karena dalam lelang sampai tahap pembuatan kontrak sering terjadi human error karena tidak 

adanya regulasi yang jelas secara nasional dan berbenturan dengan regulasi yang berbeda-

beda pada setiap daerah.  

 

Hasil Pengujian Moderasi Komitmen Organisasi  

Hasil pengujian komitemen organisasi sebagai variable moderasi dapat dilihat pada hasil 

pengujian dengan MRA pada tabel 5: 

 

Tabel 6. Hasil Uji Moderasi 
 B Std.Error Beta t Sig 

Moderasi 1 (X1*Z) (H6) -.022 .007 .929 -3.130 .002 

Moderasi2 (X2*Z) (H7) -.045 .045 1.117 -.996 .322 

Moderasi 3 (X3*Z)  (H8) -.086 .022 3.722 -3.840 .000 

Moderasi 4 (X4*Z)  (H9) -.141 .042 3.239 -3.391 .001 

Moderasi5 (X5*Z)  (H10) -.112 .037 2.405 -3.016 .003 

 

Komitmen lorganisasi l lmemoderasi lpengaruh lperencanaan langgaran lterhadap 

lketerlambatan lpenyerapan langgaran  

Berdasarkan tabel 6 dapat nilai thitung interaksi (X1*Z) sebesar -3,130 dan p value 0,002 

(<0,05) maka H6 diterima. lDapat ldisimpulkan linteraksi lvariabel lperencanaan langgaran ldan 
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lkomitmen lorganisasi l(X1*Z) lberpengaruh lterhadap lketerlambatan lpenyerapan langgaran l(Y). 

lHal lini lmengindikasikan lkomitmen lorganisaisi ldapat menurunkan keterlambatan penyerapan 

anggaran. 

Dengan ladanya lkomitmen lorganisasi lyang lbaik lakan lmenciptakan lnilai lnilai lpersonal 

lyang lmengacu lpada lsikap lloyal lpada lorganisasi latau lkepada linstansi ldalam lmeningkatkan 

lperencanaan langgaran. lDan ljuga ladanya lkomitmen ldari lorganisasi lmampu lmenimbulkan lrasa 

lmemiliki latau lsense lof lbelonging lbagi lsetiap lpekerja lterhadap lsuatu lorganisasi. Apabila setiap 

individu pekerja memiliki rasa yang kuat dan bangga terhadap pekerjaannya dan organisasi 

yang ada maka mereka akan bahagia dan termotivasi dalam bekerja, sehingga mempunyai 

tanggungjawab yang penuh dalam melaksanakan perencanaan anggaran dan tercapainya 

tujuan dari organisasi (Halim dan Kusufi, 2012). lSeperti lhalnya lpenelitian lyang ldilakukan 

loleh Sardjito dan Muthaher (2007) lpada lpemerintah ldaerah lyang lmenyimpulkan lbahwa 

ldalam lmerencanakan lberbagai lprogram ldan lkegiatan, ladanya lkomitmen lyang ltinggi ldari 

laparatur lpemerintah ldaerah lmampu lmenghasilkan lperencanaan lprogram/kegiatan ldan 

lpengalokasian langgaran lyang lbaik ldan lsesuai ldengan lkeinginan lmasyarakat.  

 

Komitmen Organisasi Memoderasi Pengaruh Pelaksanaan Anggaran Terhadap 

Keterlambatan Penyerapan Anggaran  

Berdasarkan tabel 6. dapat dilihat bahwa sig. Interaksi  (X2Z) - 0,322, l>0,05 lmaka lH7 

lditolak. lSehingga ldapat ldisimpulkan linteraksi lvariabel lpelaksanaan langgaran ldan lkomitmen 

lorganisasi l(X2*Z) ltidak lberpengaruh lterhadap keterlambatan penyerapan anggaran (Y). Hal 

ini mengindikasikan komitmen organisaisi tidak dapat memoderasi pengaruh pelaksanaan 

anggaran terhadap keterlambatan penyerapan anggaran.  Komitmen organisasi diduga tidak 

dapat meningkatkan lperan lKepala lOPD lselaku lpengguna langgaran ldengan lberbagai lupaya 

luntuk lmencapai ltarget lpenyerapan langgaran lyang lmaksimal. lAdanya lpelaksanaan langgaran 

lyang ljelas lakan lmemudahkan lindividu luntuk lmelaksanakan langgaran.  

 

Komitmen Organisasi Memoderasi Pengaruh Kualitas Sumber Daya Manusia 

Terhadap Keterlambatan Penyerapan  

Berdasarkan tabel 6 dapat nilai thitung interaksi (X3*Z) sebesar -3,840 nilai ini besar dari 

ttabel 1,989, dengan nilai Pvalue 0,000 < 0,05, maka H8 diterima. Sehingga dapat disimpulkan 

interaksi variabel kualitas SDM dan komitmen organisasi (X3*Z) berpengaruh terhadap 

keterlambatan penyerapan anggaran (Y). Hal ini mengindikasikan komitmen organisaisi dapat 

memoderasi pengaruh kualitas SDM terhadap keterlambatan penyerapan anggaran. 

Salah lsatu lprinsip ldasar lteori lperilaku lorganisasi lmenyebutkan lbahwa, lindividu lyang 

lmengetahui lkondisi llingkungan lsekitarnya lserta lmengetahui lkebutuhan lyang lada lpada 

llingkungan ltersebut lmaka lorang ltersebut lakan lberupaya lmelakukan lapa lyang lakan 

lmenguntungkan llingkungannya (Thoha,  2014).lDapat ldiartikan lbahwa lseseorang lyang 

lmemiliki lkomitmen ltinggi ldalam ldirinya, lakan lmemperkuat lniatannya luntuk lbertindak ldemi 

lpencapaian ltujuan ldan lkebutuhanya llingkungannya ltersebut.  

Hasil lpenelitian lini lmendukung lhasil lpenelitian Dewi dkk. (2017) lyang lmenunjukkan 

lbahwa lkomitmen lorganisasi lmemoderasi lpengaruh lkualitas lSDM lterhadap lpenyerapan 

langgaran lpemerintah. 

 

Komitmen Organisasi Memoderasi Pengaruh Administrasi Terhadap Keterlambatan 

Penyerapan  

Berdasarkan tabel 6 dapat dilihat nilai thitung interaksi (X4*Z) sebesar -3,391 nilai ini 

besar dari ttabel 1,989, dengan nilai Pvalue 0,001 < 0,05, maka H9 diterima. Sehingga dapat 

disimpulkan interaksi variabel administrasi dan komitmen organisasi (X4*Z) berpengaruh 

terhadap keterlambatan penyerapan anggaran (Y). Hal ini mengindikasikan komitmen 
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organisaisi dapat memoderasi pengaruh administrasi terhadap keterlambatan penyerapan 

anggaran. Hal ini menunjukkan komitmen organisasi yang baik akan meningkatkan pengaruh 

administrasi terhadap penyerapan anggaran.  

Administrasi ldapat ldikatakan lsebagai lsuatu lrangkaian lkegiatan lyang ldilakukan loleh 

lsekelompok lorang ldalam lbentuk lkerjasama luntuk lmencapai ltujuan. lDari lpernyataan ltersebut 

ldapat ldipahami lbahwa ladministrasi lmenjadi lsalah lsatu lbagian ldari lproses lpembangunan, 

lkarena lkegiatan lyang ldilakukan ltersebut lmemilki lpengaruh lyang lbesar lterhadap 

lpembangunan ldaerah lyang ldisusun ldalam lsistem lpemerintahan. lJika lbagian ladministrasi 

ldapat lmenjalankan ltugasnya ldengan lbaik, lmaka lhasli ldari lproses ldalam lpencapaian ltujuan 

lpun ldapat ltercapai 

 

Komitmen Organisasi Memoderasi Pengaruh Dokumen Pengadaan Terhadap 

Keterlambatan Penyerapan Anggaran  

Berdasarkan tabel 6 dapat dilihat bahwa nilai sig. interaksi (X5*Z) sebesar -3,016 nilai 

ini besar dari ttabel 1,989, dengan nilai Pvalue 0,003 < 0,05, maka H10 diterima. Sehingga dapat 

disimpulkan interaksi variabel dokumen pengadaan dan komitmen organisasi (X5*Z) 

lberpengaruh lterhadap lketerlambatan lpenyerapan langgaran l(Y). lHal lini lmengindikasikan 

lkomitmen lorganisaisi ldapat lmemoderasi lpengaruh ldokumen lpengadaan lterhadap 

lketerlambatan lpenyerapan langgaran. 

Hasil lpenelitian lini lmembuktikan lbahwa lkomitmen lorganisasi lmampu lmemoderasi 

lhubungan lantara ldokumen lpengadaan lterhadap keterlambatan penyerapan anggaran pada 

OPD Kabupaten Indragiri Hulu. Artinya komitmen organisasi yang baik akan meningkatkan 

pengaruh dokumen pengadaan terhadap penyerapan anggaran. Dimana komitmen organisasi 

dapat mempengaruhi sekelompok orang dalam penyusunan dokumen pengadaan sehingga 

akan berdampak pada penyerapan anggaran. 

Dalam lkegiatan lpembeliaan lbarang ldan ljasa lpemerintah ldiperlukan lpenyusunan 

ldokumen lpengadaan. lDalam lpenyusunan ldokumen lpengadaan lbarang ldan ljasa lterdapat 

lbeberapa lurgensi lpenyusunan ldokumen lpemilihan lpenyedia lseperti lmenjadi ldasar ldalam 

lpelaksanaan ldalam lpelelangan lsampai lpelaksanaan lkontrak, lkesalahan ldokumen lyang ldapat 

lberakibat lfatal ldan lbelum ladanya lstandar ldokumen lyang lberlaku lsecara lnasional.  

 

SIMPULAN  

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Perencanaan anggaran, pelaksanaan anggaran, 

Kualitas SDM, Administrasi dan Dokumen pengadaan berpengaruh terhadap keterlambatan 

penyerapan anggaran pada OPD Kabupaten Indragiri Hulu. Penelitian ini juga membuktikan 

Komitmen organisasi mampu memoderasi pengaruh Perencanaan anggaran, Kualitas SDM, 

Administrasi dan Dokumen pengadaan berpengaruh terhadap keterlambatan penyerapan 

anggaran. Namun komitmen organisasi tidak memoderasi pengaruh pelaksanaan anggaran 

dengan keterlambatan penyerapan anggaran pada OPD Kabupaten Indragiri Hulu.  

Dalam pelaksanaan penelitian ini tentunya terdapat keterbatasan yang dialami oleh peneliti, 

namun diharapkan keterbatasan ini tidak mengurangi manfaat yang ingin dicapai. 

Keterbatasan tersebut antara lain: Penelitian ini hanya terbatas pada 3 (tiga) responden pada 

satu Organisasi Perangkat Daerah (OPD) saja, sehingga kurang mencerminkan kondisi dalam 

OPD tersebut. Penelitian ini hanya terbatas pada Pemerintah Kabupaten Indragiri Hulu saja 

sehingga hasilnya belum bisa di generalisasikan.  
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